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Penelitian ini membahas tentang pemahaman orang tua terhadap alasan
mendesak sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan. Dispensasi kawin merupakan permohonan kepada Pengadilan
Agama untuk memberikan izin pernikahan kepada calon mempelai yang belum
mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019. Alasan mendesak menjadi syarat utama dalam permohonan
ini, namun dalam praktiknya masih banyak orang tua yang belum memahami
makna dan Kkriteria alasan mendesak tersebut. Penelitian ini bertujuan ntuk
mengetahui pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam
dispensasi kawin di Kotabaru, serta untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak
dari pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam dispensasi
kawin di Kotabaru.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan empat keluarga pemohon
dispensasi kawin di wilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Kotabaru masih tidak
memahami makna alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin.
Umumnya, alasan yang diajukan berkisar pada lamaran yang sudah dilakukan,
kekhawatiran akan zina, dan kesiapan anak secara sosial, bukan karena adanya
keadaan darurat sebagaimana dimaksud oleh hukum. Kurangnya pemahaman ini
menyebabkan banyak permohonan dispensasi ditolak oleh pengadilan. Faktor-
faktor yang memengaruhi pemahaman ini meliputi tingkat pendidikan, kondisi
ekonomi, pengaruh budaya, dan kurangnya akses informasi hukum. Dampak dari
kurangnya pemahaman ini menyebabkan permohonan dispensasi kawin ditolak
oleh pengadilan, yang dalam beberapa kasus berujung pada praktik nikah siri.
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